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KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan dalam upaya mewujudkan
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan

berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Govemance sebagai

usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan

akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini

merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program,

pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu

diperlukan suatu alat ukur yangmana diharapkan bisa menjawab tantangan
pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari

UniUfnstansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Visi dan misi yang

dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi
pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara

terukur serta dapat dipertanggungjawabkan melalui Perencanaan Strategis
(Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Kementerian

Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran sesuai dengan tupoksinya telah
menjalankan program dan kegiatan dengan didukung oleh alokasi anggaran
yang tersedia pada tahun 2015. Laporan Kineria ini merupakan bentuk

tanggung jawab atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan

dan Anggaran pada tahun 2015. Berbagai data kineria yang disajikan telah

melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematik, agar dapat
dimanfaatkan sebagai informasi kineria untuk mendukung perencanaan

kegiatan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempuma,

oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami

harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kineria Biro Perencanaan dan

Anggaran Tahun 2015 dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ucapan

terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik

secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja

ini.

Jakarta, Februari 2016
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5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua unit,
lembaga/kementerian terkait dalam rangka perbaikan proses
perenca naa n, penga nggara n da n pelaporan/eva I uasi ;

6. Mempererat komunikasi dan koordinasi dengan uniUlembaga/kementerian
terkait dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Biro
Perencanaan dan Anggaran yang terkait dengan jadwal
lembaga/kementerian lain yang telah direncanakan;

7. Menguatkan koordinasi internal dalam rangka mengoptimalksan
penyusunan jadual dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
dan antisipasi terhadap dinamika perkembangan kebijakan anggaran
(efisiensi), administratif keuangan termasuk mekanisme pelaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan, dan keb'tjakan mekanisme pengadaan
barang/iasa;

8. Menyiapkan panduan/standar kualitas dalam pelaksanaan tugas dan
distribusi tanggung jawab seluruh SDM di Biro Perencanaan dan Anggaran
melalui penyusunan SOP, ISO dan lain-lain termasuk dalam rangka
Reformasi Birokrasi:

9. Memperkuat SDM melalui pelatihan, kursus, pendidikan dan dukungan
tenaga yang lebih kompeten (penyediaan konsultan/tenaga ahli) serta
menjalin koordinasiDekerja sama dengan uniUpihak terkait dalam rangka
mempercepat dan meningkatkan kualitas analisis data sebagai bahan
perumusan kebijakan dan program kesehatan.

Pada akhimya, diharapkan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan
Anggaran ini dapat bermanfaat dan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun
sehingga dapat diperoleh gambaran kebutuhan manajemen yang
sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung
pelaksanaan program, pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi
pembangunan kesehatan.
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BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good govemance merupakan prasyarat bagi

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan

mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan

pada TAP MPR Rl Nomor X|/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-

Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-

Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan

negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara,

asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas

profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal

tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah

(SAKIP). Regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-

jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis

yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban

dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atiasan masing-

masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan
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akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang

bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(sAKrP).

Atas dasar tersebut di atas, sebagai bagian dari instansi

pemerintah, Biro Perencanaan dan Anggaran yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, wajib menyusun Laporan Kinerja

untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

setiap tahun.

TIAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Biro Perencanaan

dan Anggaran adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Biro

Perencanaan dan Anggaran secara tertulis kepada atasan (Sekretaris

Jenderal Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan) atas

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang telah

difaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun

2010 tentang Organlsasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro

Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dan

mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan

strategis, kebijakan dan program pembangunan kesehatan serta Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) l, ll, dan lll.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penyusunan, dan

penetapan perencanaan strategis, kebijakan dan program;

b. Koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penyusunan, dan

penetapan perencanaan dan penganggaran APBN l;

c. Koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penwsunan, dan

penetapan perencanaan dan penganggaran APBN lf;

d. Koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penyusunan, dan

penetapan perencanaan dan penganggaran APBN lll.
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Biro Perencanaan dan Anggaran terdiridari:

1. Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program;

2. Bagian APBN l;

3. Bagian APBN ll;

4. Bagian APBN lll; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan susunan organisasi Biro Perencanaan dan

Anggaran, maka tugas dari bagian-bagian tercebut adalah:

a. Bagian Perencanaan Strategis, Keb[akan, dan Program

mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan

perumusan, penyusunan dan penetapan perencanaan dan anggaran

pembangunan kesehatan pada tahun yang berialan dan satu tahun

dan lima tahun akan datang yang bersumber dari belanja transfer

baik ke daerah maupun kementerian/lembaga lain serta

melaksanakan dan mengkoordinasikan dalam perumusan,

penyusunan dan penetapan sinkronisasi dan keterpaduan program

kegiatan prioritas.

b. Bagian APBN I mempunyai tugas melaksanakan dan

mengkoordinasikan dalam perumusan, penyusunan dan penetapan

perencanaan dan anggaran pembangunan kesehatan berbasis

kinerja, standar biaya, evaluasi, kajian, dan pelaporan, untuk

program-program yang ada di bawah tanggung jawab lingkungan

Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan serta Badan Penelitian dan

Pengembangan Kesehatan, pada tahun yang berialan satu tahun,

dan lima tahun akan datang.

c. Bagian APBN ll mempunyai tugas melaksanakan dan

mengkoordinasikan dalam perumusan, penyusunan dan penetapan

perencanaan dan anggaran pembangunan kesehatan berbasis

kineria, standar biaya, evaluasi, kajian, dan pelaporan, untuk

program-program yang ada di bawah tanggung jawab Direktorat

Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Bina

Pelayanan Medik, dan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit

dan Penyehatan Lingkungan, pada tahun bedalan satu tahun, dan

lima tahun akan datang yang bersumber dari Belanja Kementerian,
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Bagian Anggaran. Departemen Kesehatan, baik Rupiah Mumi

maupun pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN).

d. Bagian APBN lll mempunyai tugas melaksanakan dan

mengkoordinasikan dalam perumusan, penyusunan dan penetapan

perencanaan dan anggaran pembangunan kesehatan berbasis

kinerja, standar biaya, evaluasi, kajian, dan pelaporan untuk

program-program yang bersumber pembiayaan dari Pendapatan

Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Rupiah Mumi yang bersifat

mengikat untuk satuan kerja yang ada di seluruh eselon l, baik

satuan keria Kantor Pusat maupun Kantor Daerah pada tahun

berjalan, satu tahun dan lima tahun yang akan datang.

SISTEiIATIKA
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan

Anggaran ini adalah sebagai berikut:

r Kata Pengantar
o lkhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis serta sejauh mana Biro Perencanaan dan

Anggaran Kementerian Kesehatan mencapai tujuan dan sasaran

utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam

pencapaiannya. Disebutkan pula langkahJangkah apa yang telah

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif

untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan teriadi pada tahun

mendatang

o Daftar lsi
o BAB lPendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian

singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran

umum Tupoksi).

o BAB ll Perencanaan dan Perianjian Kineria
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana

Strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan

gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada

tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan

capaian visi dan misi instansi.
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BAB lll Akunhbilitas Kinefa
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi

dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan

secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala,

dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif

yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan

dengan @ra menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi

pelaksanaan Tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis

tentang capaian indikator kineria efisiensi.

BAB lV Penutup

LATPIRAN.LAiIPIRAN
o Formulir Perjanjian Kinerja

o Formulir Rencana Kineria Tahunan

o Formulir Pengukuran Kinefa
















































